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OAFTAR ISI

SOP PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN ( RKT )

SOP PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA | PK )

S0P 5UB BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2014

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SOP PEMBAYARAN GAJI TAMBAHAN PENGHASILAN, LEMBUR
LANG MAKAN DAN HONOR

SOP PERMOHONAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

SOP PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN-TAGIHAN

SOP SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (SPM)

50P PERTANGGUNGJAWAHAN ANGGARAN

SOP PENATAUSAHAAN DAN PENYELENGGARAAN AKLINTANS! KEUANGAN
S0P PELAKSANAAN DAN FENETAPAN KENAIKAN GAJ| BERKALA
S0P PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR / FASILITAS GEDUNG /
KENDARAAN DINAS

S0P PEMINJAMAN MOBIL DINAS

S0P PENGADAAN BARANG |/ JASA

SOP PEMBUATAN DP3

SOP PENGAJUAN DAN PERSETUJLAN CUTI

SOP PENGLSULAN KEMAIKAN PANGKAT PEGAWAI

S0P PERJALANAN DINAS

S0P MEEANISME PENYUSUTAN PKPT

SOP PEMUGASAN | PENERBITAN SURAT TUGAS

S0P PEMERIKSAAN | AUDIT KINERJA / POST ALIDIT

SOP P2HP DN [NPUT TIDAK LANJUT

S0P MONITORING DAN EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN APIP

PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SOP MONITORING DAN PENGENDALIAN PENUGASAN

SOP MONITORING DAN EVALUAS| KEGIATAN SERTA LAPORAN BERKALA
HASIL PENGAWASAN

SOP PEMERIKSAAN KHUSUS | KASUS

SOP REVIU LAPORAN KEUANGAN

SOP EVALUASE LAKIP SKPD

S0P EVALUASI LPPD KAB / KOTA

SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJIA INSPEKTORAT
FLOW CHART



INSFEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENTUSUNAN RENGANA NEGUTAN TAHONAN (BT

_ Dibuat olah | Direviu oleh | Disetujui cleh
Kasubbag Sekretaris Inspekiur
Perencanaan |
! Ramii SEM.Si |
TAHUN 2014

|
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INSPEKTORAT PROVINSI KALIMAMTAN UTARA

1. Bomtuatam Mo | Tomomg Schor , Fode Poe TT22 Tolop (055230000195 Fax
(N352323 126 eomail. ibwilkndcarEipmail com
TAMI MG SELOR

UNIT KERJA 1 INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGIAN/BIDANG! | . Subbagian Perencanaan

Kegiatan : Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

A. Umum

RKT terdini dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non PKPT
Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tshunan (URKT) harus mengacu pada
hal-hal berikut

1 Visi dan misi, lyjuan, program dan kegiatan, nilai-nilai, strategl, faktor kunci
keberhasilan. onentasi tugas dan lungsi serta  strukdur organisasi
Inspekioral Prov, Kaltara sebagaimana tercaptum dalam Rensta

2 FKebpakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam
Negeri dar Inspekiur Provinsi Kalimantan Utara

3 Peraturan perundang-undangan yang mendasan;

1} Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan MNasional,

3} Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 lentang Rencana Kerja
Pamenntah;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 lentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementenan Megaraf_embaga;

5) Peratiran Presiden MNomor 7 Tahun 2005 lentang Rencana
Fembangunan Jangka Menengah Masional Tahun 2004-2009

6) Permendagr Mo, 13/2007.



7} Permendagr No 59/2008
f) Parmendagn No. 21/2010.

Inspekiur menugaskan Sekretans unuk menganalisis mengenai:

a Hambatanfkendala yang dihadapl tahun lalu sehingga kegiatan tidak
terlaksana menjadi carry-over tahun benkut

b. Program dan Kegiatan yang perlu dilanfutkan pada tahun mendatang

. Prinsip-prinsip penyusunan usulan perencanaan keda yang bak antara

lairr,
8 Usulan rencana kerja harus ransparan sehingga seluruh pegawai pada
unit organisasi dapat dengan mudah mengetahu usulan rencana kena
dimana mareka barads
b. Lsulan rencana kena harms adil, yaitu
1) Beban tugas dwpayskan agar sesual dangan lugas dan fungsi
Inspakioral Provinsi Kalimanian Utara,

2) Penugasan di Bagian Inspekwr Pambantu dan Bagian Sekretariast
harus mempertimbangkan beban kerja masing-masing pegawai:

3) Beban kena masing-masing pegawai sedapal mungkin disesugi
dangan kompetensi dan pengalamannya

& Usulan rencana kerja yang dibual sedapal mungln iwesfieksibe
Fembuatan rencana selalu berdasarkan asumsi-asumsi tepteniu karens
tidak mungkin kita dapat mengetahul dengan pastl kondisi yang terjadi
di masa yang akan datang Bila tenadi perubahan-perubahan tertentu
yang signifikan sehingga asumsi yang digunakan sangat berbeda
dengan kondisi sebenamya, maka usulan rencana kera yang dibuat
sedapal mungkin harus dapat mengadopsi perubahan lersebut tanpa
adanya ravisi total. Halkhal yang peru dipertimbangkan dalam
penyusunan usulan rencana kerja antara lain
1) Mutasi dan promosi pegawai sebagal bagian penting dalam tour of

duty,
2) Perubahan fakior intem dan ekstem lainnya



d. Program/fkegiatan harus efisian dan efektif dan sesual dengan anggaran

berbasis knera (ABK) Mengingal sumber dana daarah yang lerbalas,

maka program dan kegiatan yang direncanakan harus:

1) dipnomaskan pada pentingnya pencapaian visi, misl, tugas pokok
dan lungsl Inspektorat Provins: Kalimantan Utara

2) tdak ada program dan kegistan yang dilaksanakan dengan dang
maupun sumber daya yang Udak berkaitan dengan peningkatan
kinerja

. Usulan rencana kerja Inspekioral Provinsi Kalimantan Uiara harus:

1) dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan setiap kegiatan,

2} dapal memotivasi para pegawal dalam bekerja;

3) dapal dijadikan alal kendali bag| Inspektur datam mengendalikan
bawahannya

Usulan rencana kera harus memperimbangan faktorfaktor yang

mampengaruhl penyusunan anggaran, yang terdin dan

1) Faktor infem yaitu
RKT disusun dengan memperhatikan SDM, dana, prasarana dan
garana, waklu pelaksanaan dan har efekif yang tersedia SDM dan
sarana yang tersedia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin
Program dan kegiatan yang direncanakan hanus mempertimbanglan
beban keria masing-masing pegawai  Inspekioral  yang
bersanghkutan

2) Faktor ekstern, yaitu:
Pasar anggaran Pemda berbasis kinerda

B. Pihak-Pihak Yang Terkait

A B L B =

Inspaktur

Sekretans

Irban-lrban

Kepala Subbag Pemencanaan
Kepala Subbag Limum



6 Hepala Subbag Keuangan
7 Pejabat Fungsional Audilor
8 Pegawai Bagian Selretanat.

C. Prosedur
Jangka walktu
maksimal
penyelesaian
Mo Prosedur sejak saat
berkas
1 | Berdasarkan perintah Inspektur, Sekretans membentuk 30 menit
Tim Penyusunan usulan RET
2 |Setelah Gm ditentukan, Sekretaris memanntah 1jam

Kasubbag Perencanaan dan Program untuk membuat
swral yang berkenaan dengan rapat persiapan
pembahasan RKT.

3 | Setelah mendapatkan Surat  pernhal  persiapan
pembahasan RKT, koordinas! dilakukan dan oleh Irban
dan Sekretanat, antara lain berupa kegistan-kegistan 2 han
yang akan diusulkan berdasarkan visi, misi fujuan,
sasaran dan program yang telah diletapkan dalam
| Renstra INSFEKTORAT PROV KALTARA

4. | Inspeklur s=bagal pengarah, meEmimpin  rapat

pembahasan penyusunan usulan RKT yang dituangkan

dalam PKFT dan Mon PKPT Dalam rapat tersebut 1 han
dibahas:

4. Rencana Kegistan Tahun yang akan datang.

b. Realisasl kegiatan dan  penggunaan dana
dibandingkan dengan usulan rencana kerja yang
telah ditetapkan dalam DP& Unit Kera inspektorat
dan lampirannya

¢ Realisasi kegiatan yang tidak direncanakan dalam
RKT tahun [alu

d. Kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun
laly dan skan dilsnjutkan pada tahun inl

e Kendalahambatan yang leqadi dalam tahun laly
yang menyebabkan tidak tercapainya target yang
talah ditetaphan. Kendalahambatan tersebul harus
dicari pemecahan bersama dan apabila dirasa belum
perhasil dipecahkan, akan dikonsultasikan kepada
ke Irban dan Sekretadat Dengan diketahumya
kendalahambatan secara kepal dan diperoieh kial




Jangka wakiu
miaksimal
penyelesaian
s@jak saat
berkas

No FProsedur

untuk  memecahkan kendalathambatan  yang

seharusnya  dilakukan, maka dharapkan jika

kendalahambatan tersebut muncul tagi di kemudian

har akan mudah dipacahkan -

5 | Berdasarkan hasil rapal, Tim J/ Irban-irban membusl

drafl usulan RKT yang dituangkan dalam PKPT dan

Non PKPT serta membual sural pengantarMota Dinas 1 hari

kamudian menyerahkan pada Sekretans untuk direviu,

sélanjutnya diserahkan ke Sub Bagian Parencanaan

dan Program untuk dibahas dengan Inspekiur Irban dan

Setelah pembahasan selesa, RKT dituangkan dalam 2 harl

PEPT dan Non PKPT Inspektoral Provinsi Kalimantan

Utara oleh Sub Bagian Perencanaan dan Program

untuk selanjutnya ditatapkan dengan Surst Keputusan

| Gubamnur Kalimantan Utara.

7 | RKT yang dituangkan dalam PKPT dan Mon PKPT

setelah  ditetapkan Gubermur Kalimantan Utara,

kemudian digandakan sebanyak B rangkap umiuk

didistribusikan:

« 1 rangkap kepada Inspekiur

+ 1 rangkap kepada Sekretaris

# 4 rangkap kepada Irban-irban

« | rangkap kepada Sub Bagien FPerencanaan dan
Program

» 2 rangkap arsip.

(a1

2 jam

Catatan. proses disirbusi o catal dalam  buku
| ekspedisi.

D. FormulirDokumen Yang Digunakan

1. Rencana Kinena / Renja
2 Formulir usulan PEKFT dan Non PEKPT
3 Dokumen PKPT dan Mon PEFT




INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENYUSUNAN PENETAPAN KINERIA (PK)

Dibuat oleh Direviu oleh | Disetujul olelh |
Kasubbag Sekretaris Inspektur
Perencanaan dan I |
Program

Ramli.5E M. 5i 1
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PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (PK)

‘Revisi |
Usulan |  Berlaku

ke- Uraian Maten Revisi Tanggal Tanggal




INSPEKTORAT PROVINS| KALIMANTAN UTARA

JL. Rambutan No - 1 Tanjung Selor , Kode Pos 77212 Telep
{US52)2014195 Fax (0552)22126 & mail itwifkattarag@gmail com

TANIUNG SELOR
UNIT KERJA i Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara _]
BAGIAN/BIDANG!
SUBBAGIAN ¢ Subbaglan Perencanaan dan Program ]
Kode

Kegiatan : Penyusunan Penetapan Kinerja | PK )

A. Umum
Panyusunan Penetapan Kinera (PK)) harus didasarkan atas halbhal ssbagai
berikut -
1. Visl dan Misi, Tujuan, Rencana Strategis, Milai-nilal yang berkembang

dalam organisasi, fakior kunci keberhasilan, serta orentasi tugas dan fungsl
orgamsasi yang ielah ditetapkan oleh Inspekiur Provinsi Kalimanman Utara.
Kebijakan Pengawasan (Jakwas), WKebijakan Teknis Pengawasan
{Jatelwas) dan Kerangka Tekms Pengawasan (Katekwas) yang tefah
ditetapkan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan Inspektur
Frovinsi Kalimantan Litara

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kerja pads
Inspektorat Provingl Kalimantan Mara pada tahun mendatang yang sudah
mendapal parsetujuan dan penatapan oleh Gubemur Kalimantan Utara
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang dialokasikan untuk Baglan
Irban-irban dan Bagian Sekretanal | yang memuat Program dan Kegiatan,
Sub Kegiatan, Rincian Kegiatan, Jumlah Oufpud dan Dana yang lersedia
untuk kegiatan-kegatan tersebut.

B. Plhak-Plhak Terkait

1

Inspekiur

2. Sekretans
3 Irban-Irkan




4 Kasubhbag Perencanaan
5, Kasubbag Umum
6. Kasubbag Keuangan
7 Pejabat Fungsional Audilor
B Pegawsi Bagian Sekretarial
C. Prosadur
Jangka walktu
maksimal
penyalasaian
Mo Prosedur sejak saml
berkas
1 | Berdasarkan perintah Inspekiur, Sekretaris membentuk 20 menit
Tim Penyusunan Penetapan Kinerja (PK).
2 |Seislah Tim ditentukan, Sekretans memenmah | L, o

Kasubbag Perencanaan dan Program untuk membuat
aurat yang berkensan dengan rapat  persiapan
pembahasan Penyusunan Penetapan Kinena (PK). |
i | Setslsh menenma surat persiapan rapat pembahasan 2 hari
penyusunan penstapan kinerja, Tim melakukan rapat
Koordinasi yang di pimpin oleh Inspekiur dan Sekretans
bersama-sama Kasubbag Perencanaan dan Program
memparsiapkan bahan-bahanfdata-data yang digunakan
dalam penyusunan Penetapan Kinefja (FK) antara lain
Rencana Kerna Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPFA) Inspekioral Provinsi Kalimantan Utara.
Selanjutnya Tim melakukan pembahasan Penetapan
Kinerja (PK) yang memual antara lain program dan
kegiatan, targel kinarna dan biayanya
4 |Tim Penyusun Penetapan Kinerja (PK) Inspekiorat 2 jam
Provinsi Kalimantan Ltsra membuat Surst Pemyataan
Panatapan Kinera sesual Form Surat  Pemyataan
Penstapan Kiners dan Lampirannya sesuai form yang
| disampaikan oleh Biro Organisasi Selda Provinsi Kaltara
5 |Selretaris / Kasubag Perencanasn dan Program
mereviu Surat Pemyataan Penetapan Kinerja dan Form
Lampirannya dan membubuhi  paral,  kemudian
menyerahkan kepada Inspekiur
B | Inspektur mersviu Sural Pemyataan Penstapan Kinerja 1 jam
dan Form Lampiran Penetapan Kinera Inspektorat,
kemudian menandatangani dan menyerahkan kepada
Sekrelans (3 eksemplar), selanjuinya disampaikan ke
Biro Organisasl Setda Provinsi Kalimantan Uitara untuk
mendapal perselujuan dan tands langan  Gubemur

30 menit




‘Ho Prosedur

| Kalmantan Utara Sural Pemyataan Penetapan Kinerja
(PK) dan Lampirannya sebagai dasar penflaian capaian

| | kinerjafkomitmen Pejabal Eselon Il dengan Gubemur
Falimantan Utara.

D. FormulirDokumen Yang Digunakan
1. Sural Pemyataan Penetapan Kinera (PK)

2. Form Lampiran Sural Pernyataan Penetapan Kinera (PK)
3. Form Penetapan Kinena (PK)




INSPEKTORAT PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

STANDARD OPERATING
PROCEDURE (SOP)

SUB BAGIAN KEUANGAN
TAHUN 2014




Daftar isi
Buku |

Standar Operasional Prosedur

Subbag Keuangan
Nol — __ Uraian_ Bagian | Keterangan
1| PENYUSUNAN RENCANA KERIAdEn ANGGARAN i
2 | PEMBAYARAN GAJl, TAVBAHAN PENGHASILAN (ENBUR. I
LIANG MAKAN dar HONORARILM
(3 | PERMOHONAN, PEMBAYARAN dan i
PERTANGGLINGIAVWABAN
PERJALANAN DINAS
4 | PENGAILAN dan PEMBAYARAN TAGIHAN-TACEAN v
5 | SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) v
dan SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
6 | PERTANGLNGIAWABAN ANGGARAN Vi T
7 | PENATAUSAHARN dan PENYELENGGARAAN ARUNTANS Wi
| KELIANGAN

Inspektonot kalimanton utoma S0P 1




Buku Il
Standar Operasional Prosedur

Subbag Perencanaan

:h PENYUSUNAN mmy;&h&\'m TAHUNAN (RKT) | i"ﬁ'—m S
2 | PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (PK) i
3 | MONITORING DAN PENGENDALIAN PENUGASAN M
4 | MONITORING DAN EVALLASI KEGIATAN SERTA v
LAPORAN BERKALA HASIL PENGAWASAN
5 | PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA v
INSPEKTORAT
& | P2HPDAN INPUT TINDAK LANJUT Wi
7 | MONITORING DAN EVALLIASI HASIL PEMERIKSAAN vi
APP
8 | NYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN LAPORAN Vil
HASIL PEMERIKSAAN
9 | PENUGASANPENERBITAN SURAT TUGAS i 1
10 | PEVERIKSAAN KHUSUS / KASUS X
11 | PEVERIKSAAN /ALDIT KINERJAPOST AUDIT X — 1
12 | REVIU LAPORAN KELIANGAN T
13 | MEKANISME PENYUSUNAN PKPT Xiii
14 | EVALUASILAKIP SKPD XIV
15 | EVALUASILPPD KABKOTA W

Imspektorat kafimantan wrora SO 7




Buku Il
Standar Operasional Prosedur

Subbag Umum
No| ~ Umsian _ Bagian | Keterangan
1 | PELAKSANAAN DAN PENETAPAN KENAIAN GA BERKALA I
2 | SOP PEMBUATAN DP3 I
3 | SOP PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN CUTI M
4 | PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI W
5 | PEMELHARAAN INVENTARIS KANTOR FASILITAS GEDUNG/ v
KENDARAAN DINAS

6 | PEVINUAMAN MOBL DINAS VI
7 | PENGADAAN BARANG/ JASA Wil
B |SOP PERJALANAN DINAS il

Inspektorat kolimonton urore SOF 3




INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA KERIA DAN ANGGARAN

Dibuat oleh Direviu oleh Disetujui oleh
Kasubbag Sekretans Inspektur
Keuangar

|
| | I
NIF | NIP NIP
TAHUN 2014

Tregpiktie Keadtorras SO pomousarnm HICL |




DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP
PENYUSUNAN RENCANA KERIAdan ANGGARAN

Lisulan

Uraian Mater! Revisi Tanggal | Tanggal Berlaku |
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INSPEKTORAT PROVINSI KALIMAMTAN UTARA

JL. Mammdwsiot Mo | Teyjung Selos | Kasde Pas 77212 Telep (GSS2 01 4] 98 b (ISSTRVI
el i lkaliaraddgmmil com
TAMTLIMG 81200

UNIT KERJA Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
BAGIAN/SUBBAGIAN | Sekretaris/Subbag. Heuangan

Kode H

Keglatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

A. UMUM
Penyusunan anggaran dilandasi aleh:

1. Eﬂmmunﬂmn Momar 17 Tahun 2003 tenang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl No. 5 tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara No. 4355,

2 | Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Megara i No. & lahun 2004 Tambahan Lembaran Negam No
4355),

3. | Undang-undang Momor 15 Tahun 2004 tertang Pemerksasn Pangulnlaml
dan Tanggung jewab Keuangan Negara (Lembaran Negara R Tahun 2004
Momar 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400},

4. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Aluniansi
Pemernntah (SAP),

5 | Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tentang Pedoman
Pangalolaan Keuangan Daerah,

g | Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 59 Tentang Perubahan Atas
Peraluran Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dagerah

Paraturan Menten Dalam Neger Momor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraiuran Menteri Dalam Negerl Nomor 13
Tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran

Irapwektier kerltoara SO pemiurnaan K4 3

-




Peraturan Daarah Tantang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Gubermur

Ualam Undang-undang dan Peraturan tersebut terdapat beberapa pengertian
dan istilah yang bermubungan dengan kegiatan penyusunan Anggaran sebagsai

berikut

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

Dalam Penyusunan Anggaran Satuan Kena Perangkal Daerah inspektorat
Provinsi Kalimantan | Hara melibatkan beberapa pihak intemal dan ekstamal

yaity
1

2
3

Tim Anggaran Pamenniah Daerah(TAPD)
Tim Asistens) Penyusuran Anggaran
Inspekdur;

Tim Penyusunan Anggaran Inspektorat

lrspebiiir ketlfowa S0P pesvusansr A1 4




C. PROSEDUR

Frosedur Penyusunan Anggaran adalah sebagal berikul

Prosedur

Janghka walktu
maksimal
penyelesaian
sejak saat
barkas di
terima

Keterangan

Inspedtur membentuk tim untuk menyusun anggaran
Inspektorat

1 han

SK Inspekiur

Inspekiorat dan menuangkannya dalam Program dan
Rencana Kegiatan, Suplemen dan Rencana Anggaran
dan Biaya (RAB)

Tim mengumpulkan baban - bahan berdasarkan Renja .

5 han

[ Tim menyerahkan Suplemen dan RAB kepada
Inspakiur

0.5 jJam

Inspekiur mereviu Suplemen dan RAB dan jlka sudah
satuju mengajukan rencana anggaran tersabut ke Tim
Asistensi Penyustnan Angaaran.

Hasil Asistensi Penyusunan Anggaran dilakukan eniry
data ke aphkas SIMDA Data-data in kemudian dikinim
ke Biro Keuangan untuk diteruskan ke Tim Anggaran
Pemda

1 han

4 han

'Tim meiakukan perubahan 7 perbaikan ternadap
Suplamen, RAB, kelengkapan data dukung dan
perbaikan terhadap entry data RKA-SKPD hasil Rewiu
Tim Asistens,

2 hani

Selalah RKA disetujul oleh Tim Asistens| dan Tim
Anggaran maka dicetak DFPA

1 han

D. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Tmapektur kitiors SOF pervioninos REA - §




Formmulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:
1. Supleman

2 RAB

3. Data dukung RAB berupa:
- Hasil survay data barang dan jasa
- Data historis sepentl pemakaian daya air listrik dan teleporn

- Slandar biaya umum tahun anggaran yang bersangkulan yang sesua
dengan Peraturan Gubeamur

Trepektur kaltora SOF pempusunen HE1 §

|




INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Diketahui oleh
Dibuat oleh Direviu oleh Disetujul oleh | pengelola SOP
Kasubbag Selretaris Inspekiur Kepaia Biro
Keuangan I Kepegawaian
dan Drganisasi
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DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP
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INSPEKTORAT PROVINSI KALIMAMTAN UTARA

2 Bombusisn Moo | Dmgong Selo |, Bode Pos 77212 | elep (OSSN 195 Fi
(MSST2Y 126 e il inwilknltarmi@gnail con
TANIING SELDOR

Kodo

UNIT KERJA Inspektorat Provinsi Kallmantan Utara |
BAGIAN/SUBBAGIAN | Bagian Tata Usaha/Subbaglan Heuangan

Kegiatan : Pembayaran Gaji, Uang Lembur,Uang Makan dan Honor

A UMUM

Pembayaran Gaji, Uang Lembur dan Uang Makan, Pembayaran Honor

dilandas) oleh:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 lenfang Pokok-Pokok
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999

Undang-undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megam
(Lembaran Megara Rl No. 47, Tambahan Lembaran Nagara Mo
4288

Undang-undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara
(Lembaran Megara Rl Mo 5 ahun 2004 Tambahan Lembaran Negara No:
4355):

Lindang-undang Momor 15 Tahun 2004 lentang Pemedksaan PengelolEan
dan Tanggung [awab Keuangan Megara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Mamar 85, Tambahan Lembaran Negara BRI Nomar 4400);

Peraturan Pemenmah Rl Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Akuntans
Pemarntan (SAP).

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lambaran Megara Repubik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Megara Republik

.
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Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diobsh dengan Keputusarn
Fresiden Momor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negars Republk Indonesia
Tahun 2004 Nemor 92, Tambahan Lembaran Negera Republik indonssia
Momor 4418);

7. Kepulusan Presiden Momor 80 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Barang/Jess Pemerinah |o Keppras Momor &1 Tahun 2004 lertang
Fedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntan;

B Peraturan Menteri Keuangan Momor 968K 082005 fentang Petunjuk
Panyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revis Dafier lsan Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Tanun Anggaran 2008

89, Permuran Menien Keuangan nomor 134PMK 062005 langgal 27
Desember 2005 lerdang Pedoman Pembayaran Dalam Pefaksanaan APBN;

10 Perdijien Perbendaharsan No. 68 /PB/2005 Tahun 2005 Teniang
Mekanisme Pelaksanaan Atas Baban APBN

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
1. Pembual Daftar Gaji
2 Bendahara Pengeluaran
4. Pejabat Pembual Komilman

4. Kasubbag Tata Usaha

A UMUM
. Gaji adalah hak atas upah kerja yang harus dibayarkan negara kepada
saorang pegawal setap bulan.
2. TTP adalah Tunjangan kinera yang dibayarkan oleh negara/bendarhara
untuk meningkatkan kinerja pegawal melal peningkatan kesejahteraan
3. Dssar yang mangatur prosedur pembayaran Gaji dan TTP adalah

a Permaturan Pemerntah Momar 7 Tahun 15977 tentang Peraturan Gaji
Pegawal Megen Sipil (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1877 Nomar 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Inspektorat kaliars SOP g, (p, honar dil - 2
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Nomor 3088) sebagaimana lelah beberapa kall diubah, terakhic
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151),

b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tunjangan Umum
Hagl Pegawai Negeri Sipll;

c. Keputusan Gubermur Kalimantan Ltara Nomor -,

B. PEJABATIPEGAWAI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN
PEMBAYARAN GAJI DAN TTP.
Fara pejabal dan pegawai yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran gaji
dan TTP adalah sebagai benkul

1 Inspekiur
2  GSekretarns
3 Kepala Sub Bagian Keuangan
4. Pelugas pengolah dala keuangan
5 Bendahara Pengeluaran/Bendaharawan GajiimTP
C. PROSEDUR
1. Prosedur Pembayaran Gajl
Jangka wakiu
s ksameal
Mo Prasadur penyeiesaian
sejak saat berkas
ditenima
01 | Kepala Sub Bagian Keuangan menenma data dan Sub

Bagian Kepegawaian berupa SK Kenaikan pangkat, SK 15 menit
Kensikan/Pembeartentan dan Jabatan, SK Pemindahan

lengkap dengan Surat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran Gajl darl Perwakilan asalnya, SK Kenalkan
Ga)l Berkala, SK Pensiun serfta SK-SK lainya yang
mendasan terjadinya kenatkan ataupun pengurangan
didalam parfitungan pambayaran Gaji

02 | Sub Bagian Keuangan melakukan panyasuaian terhadap
perhitungan atas pembayaran gajl berdasarkan kondisi 3 han
diatas paling lambat pada minggu ke-2.

03 | Petugas alau operator aplikas| gajl menyesuaikan per 1 jam

poin 02 ke dalam aplikasi gaii.
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Pelugas pembual daftar gaji memprosesimembuat daftar
pengajuan permintaan pembayaran Gajl dengan pada
poin 2 kedalam aplikasi gaji:

- Daftar pembayaran gaji

- Rekapitulasi daftar gaji per golongan

Rekapiiulasi daftar permintaan pembayaran gajl

2 jam

05

Daflar pembayaran gajl, rekapilulasi daftar gaj per
golongan, serta rekap yang telah dicetak kemudian
diserahkan kepada petugas verifikas|

3 jam

Petugas verifikas) memprosesimencocokkan kesesuaian
jumiah-jumiah setiap Iembar dengan rekapiiulas: daftar
gajl par golongan dan Rekapitulasi daftar permintaan
pembayaran gaj kemudian menyerahkan kepada
petugas pengelola dala keuangan

2 am

or

Petugas pengeinla data keuangan membuat surat
permintaan pembayaran (SPF) berdasarkan rekapitulasi
daftar parmintaan pembaysran gaji dan daftar pegawai
per golongan sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap untuk Biro
Keuangan dan 1 rangkap sebagal arsip dan meyerahkan
kembali kepada petugas verifikasl.

Petugas verifikasi mencocokan kesesuaian data antara
gural parmintaan pembayaran (SPP) dangan rekapitulasi
daftar parmintagn pembayaran gaj dan diteruskan ke
Bendahara Pengeluaran

a0 manil

Bendahara Penpgeluaran melakukan vernfikasi ulang
daftar pembayaran paji, rekapilulasi daftar gaji
pergolongan rekapitulasi daftar permintaan
pembayaran, dan sural perminiaan pembayaran (SPFP)
serta mendalanganinya dan diteruskan kepada Kepala
Sub Bagian Keuangan

10

Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan verifikasi
ulang dan menandatangani Daftar Pembayaran Gaji dan
Surat permintaan pembayaran (SPP) dan menyerahian
kepada Kepala Bagian Tata Usaha sebagal pejabat
pengeluaran anggaran/pejabat pembuat kamitmen.

30 menit

1"

Pajabat pengeluaran anggaran/pejabal  pembuat
komitmen melakukan verifikasi kembali atas Daftar
Pambayaran Gajl, Sural permintaan pambayaran (SPF)
dan menandatanganl SPP

30 menit

12

Berdasarkan SPF yang telah disetuji, Petugas pengalah
data keuangan membual SPM dengan mekakukan
perekaman Surat Permintaan  Pembayaran  (5PF)
dengan menggunakan program  aplikasl SPM dan
menyampatkan ke petugas verfikasi dengan out-put

1 jam
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kegiatan -

- Pembuatan dan penerbitan Sural Perintah Membayar
(SPM) Gajl sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap untuk
Biro Keuangan dan 1 rangkap sebagal arsip.

13

Petugas verifikasi melakukan verifikasi dan penslitian
kesesuaian antara Surat Penntah Membayar (SPM)
dengan Sural permintaan pembayaran yang diajukan,
termasuk kebenaran isl dan substans| Sural Perntah
Membayar yang akan diterblikan dan menyampaikan ke
Kepala Sub Bagian Keuangan

30 memt

14

Kepala Sub Bapgian Keuangan selaku penandatangan
Sural Perntah Membayad [SPM) melakukan penelitian
lerhadap kesesumian antara Surat Perintah Membayar
(SPM) dengan sural permintaan pembayaran (SPP)
yang disjukan dan menandatanganinya

30 menit

13

Sub  Bagian HKeuangan menginm berkas  dan
kelenghkapannya disertai soff copy aplikasi sural perintah
membayar (SPM) kepada Biro Keuangan

4 jami

16

Proses penerbitan SP2D di Biro Keuangan

3 hari

17

Bendahara Gap mengambil fembusan Surat Parintan
Pencairan Dana (SP20) darl Biro Kauangan

4jam

18

Bendahara Gaji membuatl dafiar potongan gaji dan
menyerahkannya kepada Kasubbag Keuwangan uniuk
dicek dan ditandatangani

30 menit

19

Bendahara Gaji menmyerahkan surat penntah tranfer ke
Bank rekening masing-masing pegawal Ke Biro
Keuangan dan menyerahkan Daftar potongan ke BPD

30 meni

20

Bendahara Gajl meminta dibuatkan cek sebesar
potongan gaji tersebut untuk dicairkan dan dibayarkan

kepada yang barhak

4 jam

2. Prosedur Pambayaran Tumjangan Tambahan Penghasilan (Tunjangan

Kinerja)

Jangka waktu

miaksimal
Mo, Prosadur penyalasaian

sejak saal berkas
diterima
071 | Kepala Sub Bagian Keuangan menenma data dan Sub
Bagian Kepegawaian berupa SK Kenaikan pangkat, SK 30 menit

Kenaikan/Pemberhentian dari Jabatan, SK Pamindahan,

Daftar Rekap Absen, Sorat Culfi, yang mendasari
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ledadinga  kenalkan ataupun perurunan  didalam
perhitungan pembayaran TTP saorang pegawal

02

Kasubbag Keuangan melakukan penyesuaian terhadap
perhitungan atas pembayaran TTP berdasarkan SK-SK
dan daftar rekap absen yang mangakibatkan terjadinya
kenalkan ataupun pengurangan didalam perhitungan
pembayaran TTF

1 jam

03

Bendahara mambliat pengajuan permintaan
pembayaran TTP yang lerdiri dari Daftar Pembayaran
TTP dan Surat Permintaan Dropping TTF sebanyak 2
rangkap, 1 rangkap uniuk dikiim ke Biro Keuangan dan
1 rangkap untuk arsip, kemudian disershkan kspada
pelugas vefikas| sebelum diparaf Kepala Sub Bagian
Keuangan

! jam

Kepala Sub Bagian Keuangan melshukan verfikas:
ulang Dafiar Pembayaran TTP dan Surat permintaan
Dropping TTFP sebslum ditandatanganl Kabag TU
sebagai pejabat pengaluaran anggaran/pejabat pembusat
komitmean

05

FPejabat pengeluaran  anggaranfpeiabst  pambual
komitmen mealakukan wverfikasi kembali atas Daftar
Pembayaran TTP dan Sural parminiaan Dropping TTP
dan menandatangani dokumen tersabul

30 menil

Subbag Keuangan menyiapkan berkas Permintaan
Cropping dan  kelengkepannya dan  menyampaikan
kepada Bim Keuangan dengan sural pengantar dan
Kepala Perwakilan.

2.5 jam

a7

Bendahawan Pengeluaran mencek saldo rekening Bank
uniuk mengetahui apakah Dropping TTP sudah diterima
kemudian menyampalkan kepada Bendahara TTF

Bendahara mampersiapkan data pagawai yang TTPnya
ditransfar kerekemng pegawal dan diambil unai oleh

pegawal

30 manit

Bendahara Pengeluaran mengisi cel dan
menandatangankan kepada yang Dberhak yailu
Kazubbag keuangan atau PFK dan mencairkan dananya
gerta menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara
TIP

10

Bandehama maimiba yarkan kepada pagawal
bersangkutan  setelsh  menandatanganl  Daflar
Fembayaran TTF lersebul

L

Bendahara Menyiapkan Perfanggung jawaban TTP

1 hari
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beserta kelengkapannya dengan out-put:

- Daftar Pembayaran TTP yang sudah ditanda tangani
oleh seliap pegawai baik yang ditransfer maupun
yang dibayar tunai
Rekaphulas| Daftar Pembayaran TTFP yang sudah
ditanda langani cleh seliap pegawai

- Surat Peranggung fawaban (SPJ) TTP beserta

Lampiran Daftar Keadsan Kas TTP Surat Saloran
Pajak TTP

Laporan Pertanggungjawaban paling lambat tanggsl 25
setiap bulannya sudah sampai di Biro Keuangan

12 | Bendahara membayar Setoran Pajgk TTP Z jam

13 | Bendahara membuat Sural Pertanggung jawaban (SPJ)
TTP beseria kelengkapannya dan diserahkan kepada 3jam
pelugas venfikasi

14 | Petugas verfikas| melakukan varifikas) SPJ TTF beserna
Kelengkapannya sebelum diparaf Kepala Sub Bagian 30 menit
Keuangan

15 |Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan verifikasi
ulang SPJ TTP beserts Kslengkapannya sebelum 30 menit
ditandatangani Kabag TU ssbagai pejabat pengeluaran
anggaranipejabat pembust komitmen,

16 | Pejabat  pengelusran  anggaran/pgjabal  pembuat
kemitmen melakukan verifikasi kembali atas SPJ TTP 30 menit
beserta Kelengkapannya dan membububkan tanda
tangan

17 | Subbag Keuangan menyiapkan barkas SP. TTP baseria
Kelengkapannya dan menginm berkas tersebut kepada 30 manit
Bimy Keuangan dengan surat penpgantar  Kepala
Perwakilan.

C.2. PEMBAYARAN HONDR
Jangka wakiu
maksimal
No. Prosedur P'“";:"::II:"
berkas di
— | terima
1 Pembuat Dsftar Honor berdasarkan Suret  Keputusan 1 har

mengenal suatu kegiatan yang mendapatkan honor membual
daftar _perhitungan honor. kemudian diserahkan  kepada
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Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran saielah melakukan pengecekan, jika
ada kesalahan dilakukan perbalkan oleh PDH dan jika sudah
benar diserahkan ke Pembual Daftar Honor untuk dibuat
dalam 6 rengkap kemudian dtanda tangani dan diserahkan
kembali kepads Bendahara Pengeluaran untuk dimintakan

persetujuan pembayarannya

4 jam

Bendahara setelah melakukan pengecekan  ulang,
memberkan tanda tangan sebagal tanda persetujuan,
kemudian diserahkan kepada Kasubbag Keuangan uniuk
dicek ulang.

0.5 jam

Kasiibbag Keuangan melakukan pengecekan antara Dafiar
honor SK dan mengecek bahwa honor periode barsangkutan
belum pemah dibayar Jika sudah sesuasl diparaf dan
diserahkan kepada PPK dan dikembalikan kepada
Bendaharawan Pengeluaran untuk dibayarkan

Pejabal Pembuat Komitmen melakukan cak ulang dan
mananda langanl Daftar Honor kemudian diserahkan kepada
Pembusal Daftar Honor

Pembuat Daftar Honor mengarsipkan 1 set Daftar Honor
yang ada lampirannya dan menyerahkan S set lainnya ke
Pembuat SPP untuk dibuatkan SPPnya

Setelsh SPP dan SPM dbual dan dikinmkan ke Bim |

Keuangan, Biro Keuangan ekan menerbitkan SP2D, satelah
SP2D terbit Bendahara Pengeluaran malakukan pengecekan
SP20 tarbit di Biro Keuangan dan uang di bank

Jika uang honor sudah masuk di Bank, Bendahara
Pengeluaran membuat deftar fransfer kemudian menverahkan
ke bankfitau menark secara tunal untuk diserabkan ke PNS

0.5 jam

0.5 jam

2am

Bendahara Pengeluaran membusatkan cek dan kamudian
menginmkan dafiar potongan ke bank, satu lembar diserahkan
ks bank dan salu lembar selelah dibubuhi landa terima bank
diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai tanda terima
honor pembayaran melalul bank

Apabila pembayaran dilakukan secara cash maka pencairan
hanya sebesar uang yang akan ditenma fdak fermasuk
potongan Tanda terima ditandatangani oleh PNS penenima
honor.

4 jam
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FORMULIRMDOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Daftar Gaji,
Daftar Penenima TP
Dafiar Uang Lembur
Daftar Uang Makan
Daftar Honor

55F Pdjak PPh pasal 21
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Dibuatoleh |  Direviu oleh _Disetujui oleh |
Kasubbag Sekretaris Inspektur [
Keuangan |

NIP NIP ;
TAHUN 2014

Inxpektarat kalara SCP pemthavaran perjalomnae dmm |




DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP

PERMOHONAN , PEMBAYARAN dan PERTANGGUNGUAWABAN

Revisi
ke

Uratan Materi Revisi Tanggal Tanggal Berlaku
Lisulan
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INSPEKTORAT PROVINSI KALIMAMTAN UTARA

I Ranbusine: Wi | Tompung, Selor ., Kode Pos 77212 Teleq (0852120 14195 Fix
WOSATIIRE 20 e o | vl bl diganeal coen
TAMITNG SELOR

| SATUAN KERJA Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
‘ PEMERINTAH DAERAH

‘ BAGIAN/SUBBAGIAN | Bagian Tata Usaha/Subbagian Keuangan

Kode
Kogiatan : Prosedur Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas
A, UMUM

1. Perjalanan dinas adalah perdalanan ke |uar fempal kedudukan baik
PErsaorangan maupun secara bersama yang |araknya sekurang-kurangnys 5
{lima) kilometer dan batas kota, atau dilaksanakan selama 8 |am atau lebih
yang dilakukan dalam wilayah Republk indonesia untuk kepanbngan nagara
dan gtas penntah pejahat vang berwenang.

2. Dasar Pelaksanaan Parjalanan Dinas .

- Peraturan Menteri Keuangan MNomor @ 113/PME.0S2012 tentang
Peralanan Dinas Jabatan Dalam Negen Bag Pejabal Negara,
Pegawai Negeri. dan Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Gubeimur Kalimantan Ulara nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pedoman Palaksanaan Penalanan Dinas Bagi Pejabat Negara | PNS
Daerah, CPNS Daerah dan Tenaga Non PNS di Lingkungan
FPemenntah Provinsi Kalimantan | itara

3 Kebyakan FPeisksansan Penalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang
beriaku adslah sebagal benkut
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. Pelaksanaan penalanan dinas hanya dilakukan untuk hal-hal yang penting
saja dengan mengutamakan ponsip effiens) dan efekiivitas  demi
tercapainya target program dan kegiatan.

. Pelaksanaan perjalanan dinas didasarkan pada otonsasi dan penntah dari
pejabat yang benvanang.

. Pelaksanaan perjalanan dinas sejak pengajuan permohonan palaksanaan
peralanan dinas sampai dengan pertanggungiawabannya  wajib
didokumentasikan dengan terib

. Pejabal yang berwenang dalam menerbilkan Sural Penntah Perjalanan
Dinas sekaligus manetapkan tingkal golongan peralanan dinas dan alat
transport yang digunakan ontuk melaksanakan penalanan  yang
bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan seria tujuan perjaianan
dinas tersebut

. Pejabal oan pegawal yang melakukan peralanan dinas  wajib
menyampaikan dokumen perfanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Pejabat yang berwenang dan pejabatipegawai yang melakukan perjalanarn
dinas bertanggung jawab sepenubnya atas kerugian yang diderita ocleh
negara sebagal skibal dan kesalahan, kelalsian atau kealpaan yang
bersangkutan dalam hubungannya dengan pelaksanaan perjalanan dinas
yang bersangkutan
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4. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD;

Pegawalipejabat yang akan melakukan | Penandatangan p.:h_r
perjaianan dinas SPPD

Pegawai Sekretariat
(Staf)

Pejabal Fungsional Auditor PA | KPA
(Gol Il Kebawah)

Pejabat Fungsional Auditor (Wia ke atas |
dan Pejabat Stnskdural

B. PEJABAT/IPEGAWAI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS

Para pejabat yang lerkail dengan pelaksansan perjalanan dinas. antara lain
adalah sebagal berikut

PA

KPA&

Inspekiur Pembantu (irban)

Kapala Sub Bagian Limum

Pejabal Penatausahaan Keuangan
Pajabal Pelaksana Teknis Kegiatan
Peiugas pembuat SPPD
Bandahara Pengeiusran

Pegawal yang bersangkutan

10 Biro Keuangan

= T - - R
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C. PROSEDUR

1. Pengajuan dan Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pe iawab Teknis ; PTK .

- Melakukan Penelitian usulan sesual PKPT/Non PKPT.

- Ceklist pada daftar PKPT dan mencatat kegiatan Non
PEPT

- Melakukan penefitian untuk menghindarkan tenadinya
tumpang findih han luar kota atas pelaksanaan
perjalanan dinas dari pejabat/pegawal yang akan
malakukan perjatanan dinas

i Pe Ke n
Membenkan cataian pada daftar nncian biaya fcost
sheal lentang kode mata anggaran yang akan
dibebankan, besamya anggaran biaya yang
diajukan, dan ketersedisan anggaran uniuk mata
anpparan kegiatan yang bersangkutan.

- Melakukan penalitian atas kebenaran pengajuan tanf
uang hanan berdasarkan daerah tujuan dan biaya
fransport yang diajukan.

KPA .
- Menyatuul usuian cost shaal

PA_
- Persatujuan usulan cost shael

EMQQE y_lmum
- Mambuat SPPD dan wsulan nncian baya sera
melakukan pencatatan ke dalam bukiu register

Jangka walktu
No | Prosedur maksimal
penyelesaian
sajak saat berkas
diterima
01 | Pegawal yang akan melakukan peralenan dinas
mengajukan parmohonan pelakeanaan perjalanan dinas 30 manit
malaln  rhan [ Sekrelans untuk  mandapatian
persetujuan [nspekiur dengan melampirkan
- Sural Penugasan atau Nota Dinas
- Usulan Biaya Perjalanan Dinas (cost sheef
- Dokumen  lainnya  yang  mendasanr  akan
| dilaksanakannya perjalanan dinas
02 | Daftar usulan rincian biaya/Cost Sheet perjalanan dinas
disampaikan kepada 30 menit
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Jangka waktu

No Prosadur inaksimal
panyelesaian
sajak saat berkas
L R ) diterima
- SPPD yang telah dibuat disampaikan kepada PA
untuk di tanda langani dan rincian biaya disampaikan
| kepada Kasubbag Keuangan.
2. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
Jangka walkiu
No Prosadur maksimal
penyelesaian
sejak saal berkas
L S diterima
01 | SPPD yang telah disetuju oleh pejabat yang berwenang
dilkull dengan pembuatan rincian perhitungan biaya 30 menit
pernalanan dinas dan kuitansi pembayaran uang muka |
panjar. — |
02 | Bendahara Pengeluaran membenkan pembayaran l
panjar biaya perjalanan dinas kepada pejabal/pegawai |
yang akan melaksanakan perdalanan dinas dengan 30 menit
mamperimbangkan ketersediaan uang persediaan yang
ada dan rencana kebutuhan pembiaysan uniuk
kagiatan-kegiatan lainnya.
03 | Pejabalipegawal yang telah selesai melaksanakan
penalan dines  wajib  menyampaikan  dokumen
pertanggungjawaban biaya peqalanan dinas kepada
Sub Bagian Keauangan, berupa 3 hari
- SPPD rampung yang telah divisum oleh pejabat yang setelah SPPD
berwenang berakhir
- Bukti biaya nil transportasi khusus pesawat terbang
dengan mencantumkan harga pada tileat,
0d | Petugas yang dilunjuk pada Sub Bagan Keuangan
menerima dan melakukan verfikasi atas dokumen
pertanggungjswaban  biaya perjalanan dings yang 1 jam
diterima dengan mempertimbangkan aturan dan kriteria
yang diatur sebagaimana lerdapat o dalam  ketantuan
yang mengatur tentang pelaksanaan perjalanan dlnas]
yang beriaku
05 | Bardasarkan hasid  verifikasi atas  dokumen |
peranggungjawaban biaya perjalanan dinas yang ada, 30 menit
Subbag Umum membuat rincian biaya final pnrjamilﬂf
dinas
M | Berdasarkan dokumen peranggungiawaban biaya
peralanan dinas yang telah diterbitkan kuitansi, maka 0.5 jam

atas pelaksanaan pedatanan dinas tersabul dilakukan

pembayaran

Tpekroras ki SOF pesbaparan perglonan oinay 7




FORMULIRMDOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Formuiir-formulir yang digunakan datam pelaksanaan dan peranggungiawaban
parjalanan dinas adalah sebagal berkut

Lembar Lisulan Blaya Peralanan Dnas (cost sheet)

Sural Panugasan

Sural Perintah Perjalanen Dinas

Daftar Rincian Perhilungan Biaya Perjalanan Dinas

o B Mo

Hultansi Biaya Penjalanan Dinas

o

Rincian biaya perorangan, kwitansi panjar dan pelunasan perorangan

Paspektoray keiltana SOF pembavaran perialenas dingy 8




FEMEMRINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Dibuat oleh Direviu oleh Disetujui oleh
Kasubbag Sekretans inspekiur
Keuangan

NP NIP NIP |
TAHUN 2014

Imspktorant kerliora SOP pengojuon pembauaran |
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DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP
PENGAJUAN dan PENBAYARAN TAGHAN-TAGHAN

:m' e Uraian Materi Revisi Tanggal Tanggal

Usulan Berlaku

frapekioret keeliora SOP pesype juin pembuiorany

|




INSPEKTORAT PROVINSI HALIMAMTAN UTARA
11, Rumiutan Ne - | Tanjeug Selor, Kode Pos 77212 Telep (0552102004195 Fax (055271211

-1.ula|.1.|lw11h|l.um!y'lgrr|.l|| e
TANIUNG SEL

I.IHIT KER.JA | F_nfnu-rlnﬂh Provinsl Kalimantan Utara
BAGIAN/SUBBAGIAN r Sekretaris/Subbagian Keuangan
i I
Kode

Kegiatan : Prosedur Pengajuan dan Pembayaran tagihan-tagihan

A. LIMILM

Yang dimaksud dengan tagihantagihan yang dikeiola dan ditatausahakan
oleh Sub Bagian Keuangan adaslah semua fagihan pengeluaran yang
dibebankan atas dana DPA

Ciasar yang mengatur pengajuan dan pembayaran tagihan atas beban OPA
yailtu

Keputusan Menten HKeuangan Nomor 134/KMK_D4/2005 tentang
Fadoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

Peraturan Dirgitur Jenderal Perbendaharasn Nomaor BEFBIZ005
entang Mekanisme Pambayaran atas beban APBN

. Keputusan Presiden Momor 80 tahun 2003 o Peraturan Presiden

MNomar, 8 Tahun 2006

. Peraturan Presiden Mo.54 Tahun 2010 Tentang Pengadsan Barang dan

Jasa

Tagihan atas belanja yang dibebankan atas dana DFA dapat dibag dua
menurul cara pembayarannya, yaitu

a. Dibayar secara langsung ke pihak ke-3 dengan SPMGP20 LS, dan

k. Dibayar dengan menggunakan dana Uang Persediaan

Tagihan atas belanja yang dapal dibayarkan secara langsung dengan
menggunakan SPMSP2D harus memenuni ketentuan

Ispeksorst hadtten SOP pergapuan pembayarmm




a MAK Belanja Pegawali,
b. MAK Belanja Modal, dan
. Belanja Barang dengan nilai di atas 10 Juta

5 Pembaysran yang difakukan oleh Bendahara Pengeluaran tidak boleh
melebihi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada satu rekanan,

B Pambayaran atas beban DPA sedapal mungkin dibayarkan dengan
mekanisme langsung untuk mengurangl adanya idke cash ditangan
bendahara pangeluaran

7. Untuk Belanjg dates 50 Juta harus disertal dengan Sural Jaminan
Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani sebelum panandatanganan
kontrak pengadaan barang.

PEJABAT/IPEGAWAI YANG TERKAIT

Para pejabal/pegawai yang lerkail dengan pelaksanaan pengajusn dan
pembayaran tagihan, adafah sebagai berjkuf

Sekretans

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum

Petugas penguji tagitan

Petugas administras: keuangan

Petugas pangolah data

Bendahara Fengeluaran

= m o s e e

Ingprefoiras keafbare SOP pengopu pemidaporoy 4




C. PROSEDUR
1. Pengajuan Tagihan

Jangka walkiu
maksimal
Mo Prosadur penysiesaian
sejak saal
berkas
diterima
1 | Sub Bagian Keuangan menenima dokumen lagihan atas
belanja darl Sub Bagian Umum berupa kuitansi faktur
yang disertal dengan:
= Fakiur pajak
« SEP PPNPFHh
= Berita Acera Pembayaran 30 mank
= Berita Acara Pamarksaan Fisik dan Serah Tenma
Pekerjaan
= Sural Perintah Kerja (SPK)
= Surat Hukli Pelaporan Pengusaha Kena Pajak
(NFWP)
* Dokumen Lelang B
2 | 5taf sub bagian keuangan melakukan wverfikasi atas
kelengkapan dokumen yang diterdma, melalsl daftar
checklist penenmaan dokumen, kesesuaannya dengan 1 5 Jam
peraturan perundang-undangan, ketepatan pembebanan e
dalam Kegatan, Sub Kegiatan dan MAK-nya serta
ketersedian dananya dalam pagu. -

2. Pembayaran Tagihan
a. Untuk Tagihan yang akan dibayarkan dengan langsung (SPM-LS)

Janghs
walkiu
maksimal
Mo Prosedur panyelesaia
n sajak saal |
berkas

1 Berdasarkan dokumen tagihan yang telah diverfikas:,
petugas administrasi  keuangan menyiapkan Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) untuk
keperiuan pembayvaran tagihan yang dwajukan oleh 30 memit
rekananipihak ke-3, dengan melampirkan
- Surat Pemystaan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRFP)
2 | Pelugas penguji SPP pada Sub Bagian Heuangan |
melakukan verifikasi dan penelitian kesesuaian antara | 1.5.Jam
Sural Pemmintaan Pembayaran dengan dokumen- |

Inspekira keeltora SOP pengapan pembayaran 5




dokumen pendukungnya, lermasuk kebenaran isi dan
wbﬁm dari SPP, yailu

Sifat Fembayaran,

Kode Kegiatan, sub kegiatan, fungsi, sub fungsi dan

program

Kode mata anggaran yang dibebankan

- Jumlah tagihan dan ketersediaan dana dalam pagu

| kode mata anggaran bersanghkutan,
2 | Kepala Sub Bagian Keuangan melakukar verifikasi ulang |
terhadap SPP sebelum ditandatanganl Kepala Bagian
Tata Usaha sebagal Pejabal Pambual Komitmen/Pejabat
Pengealuaran Anggaran

1 Jam

4 | Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Pembual
Komitmen/Pajabal Pengeluaran Anggaran  melakukan
verifikasi kemball atas Sural Permintaan Pembayaran

"5 | Petugas administrasi keuangan melakukan input pada
kartu pengawasan kredil angoaran berdasarkan SPP dan
dokumen pendukung yang teiah ditandatangani,

30 manit

30 menit

& | Petugas pengolah dala selaku pembuat SPM melakukan
[ input SPP dengan menggunakan apikasi SPM
T | Petugas werifikasi melakukan wverfikasi mengenal
kesesuaian  antara SPP  yang diagjukan, lermasuk
_______ _kebenaran isi dan substansi dari SPF yang diterbitkan.
8 |Kepala Sub Bagan Keuangan selaku Pejabal |
i Penandatangan SPM melakukan penelifian  terhadap
| kesesuaian antara SPM dengan SPP yang disjukan, dan
Lmnandatangﬂnmrn

30 menit

30 menit

30 menit

2 | Sub Bagian Heuangan melengkapl SPFM LS yang telah
Edrtar:-:fatanwl beserta kelengkapannya, dengan Arsip
| Data Komputer yvang berisi aplikasi pengajuen SPM untuk

| disartakan dalam pengajuan SPM ke Biro Keuangan

30 manit

fﬂm‘u:lnhﬂm menyampaikan SPM-LS disertai Arsip Data
| Komputer kepada KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah
| Pencairan Dana (SP20)

2 'Jam

11 | Proses penerbitan SP2D okeh KPPN

3 han

12 | Bendshara mengambil fembusan SP2D dan  Bio
Keuangan

4 jam

13 | 5P2D dicatal dalam buku kas uwmum obleh bendahars
| pengeluaran

30 menit

friypekirrat kerffora SOP pengeuan pembayaran 5




b. Untuk taglhan yang akan dibayarkan dengan menggunakan Uang
Parsadiaan

| Jangka wakiu
maksimal
No Prosedur penyelesaian
sajak sast
! - berkas diterima
1 | Kasubag Keuangan melakukan verifikasi ulang dokumen
taginan yang telah diverfikasi, sebelum ditandatangani 1.5 jam

Kepala Bagian Tala Usaha sebagal Pejabat Pembuai
Komitmen/Pejabal Pengeluaran Anggaran

2 | Kepala Bagian Tata llsaha selaku Pejabal Pembuat
Homitmen/Pejabal  Pengeluaran  Anggeran  melakukan a0 |
verffikasl kembali atas dokumen taghan serta i
membubuhkan tanda fangan, .
3 | Pelugas administras| keuangan melakukan input pada
kartu pangawasan belanja barang berdasarkan dokuman
tagihan yang telah disahkan,

4 | Bendahara melakukan pembayaran atas lagihan yang
telah disahkan dengan memperiimbangkan ketersediaan 1 Jam
dana uang persediaan

Bendshara medakukan pencatstan terhadap tagihan yang
| telah dibayarkan kedalam Bukuy Kas Umum.

Bandahara segera membuat Sural Setoran Pajak dan
menyetorkannya melalui lokel pajsk atau bank yang
ditumjuk dalam hal adanya keharusan  pemungutan
pajak,

1 .Jam

3 Jam

7 | Bendahara melakukan pencatatan atas pajak yang
dipungut/ disetor ke kas negara ke dalam buku pajak 1 .Jam
dan buku kas umum
B | Sebagai pertanggungjawaban  atas  pengeluaran
anggaran yang lelah dilaksanakan, petugas administrasi
keuangan menyiapkan Sural Parmintaan Pembayaran 2 Jamn
Ganti UP (SPP GU) dengan melampirkan

- Sural Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
_-__[Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRP)

8 | Petugas penguji SPP pada Sub Bagian Keuangan
melakukan venfikasi dan pensliian kesesusian antara
SPP dengan dokumen-dokumen  pendukungnya,
termasuk kebeneran isl dan substansi dar SPP, yailu -
- Kode Kegiatan, sub kegisian, fungsi, sub fungsi 2 Jam
dan program
= Jumiah pembayaran yang dimintakan
- Kode mata anggaran yang dibebankan
- HKetersediaan dana dalam pagu kode mata
anggaran bersangkutan .
10 | Kepsia Sub Bagian Keuangan melakukan venfikasi 1 jam

frspekiorat kaltara SOP penpajian pembaeran |7




ulang terhadap SPP sebelum ditsndatangani kepada
Kepala Bagian Tata Usaha sebagal Pejasbal Pembiial
| Kamitmen.

11| Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Pembust
Komitmen/Pejabal Pengeluaran Anggaran melakukan
verifikasi kembali atas Sumal Permintaan Pembayaran
§ sarla membubuhkan tanda

12 | Petugas pengolah dala selaku pembual SPM malakukan |
Imput  Surat  Permintaan  Pembayaran  dengan 30 mani
menggunakan aplkasi SPM I
13 | Petugas verfikasi melakukan verfikasi menganal
kesesuaian antara Surat Permintaan Pembayaran yang 14
diajukan, termasuk kebenaran isi dan substansi dar il
. Surat Penmintaan Pembayaran yang diterbitkan
14 | Kepala Sub PBaglan Heuangan selaku Pejabal
Panandatangan SPM melakukan penelitisn terhadap
kesesusian antara SPM dengan SPP yang diajukan, dan
menandatanganinya
15| SPM GU vyang tielah dilandatangani baseria
kelengkapannya dibuat Amsip Data Kompuler yang bens)
aplikasi pengajuan SPM unluk diseriakan dalam
| pengajuan SPM ke Biro Keuangan

16 Bendahara menyampalkan SPM disertal Arsip Data
| Komputer kepada KPPN untuk diterbitikan SP20

7 Froses penerbitan Surat Penintah Pencairan Dana
(SP2D) cleh Biro Keuangan(KPPN) =
18 Stal Sub Ba-gwan Keuangan yang ditunjuk melakukan
pengambilan tembusan SF2D GU yang telah terbit dari 3 Jam
KFPN |
19 | Penerimaan transfer dari Bendahara Umum Megara |
(BUN) ®e rekening giro atas nams Bendshara 2 Han

20 menit

30 menit

3 Jam

3 Han

__Pengeluaran sebagai reaiisasipsnerbitan SPM-GU | =~
20 Cek dibuat dan dllarbthtsngari oleh Bendahara 30 menit
Pengeluaran dan Kepala Bagian Tata Usaha
21 Bendahara Pengeluaran melakukan pancairan dana ke = Jin)
ozl SP20 GU dicatat bendahara dalam Buku Kas Umum 1 Jam

D. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Formuiir-formulir yang digunskan dalam pengajuan dan pembayaran tagihan
adalah sebagal berikut
» Surat Perintah Membayar [SPM)
« Sural Perminiaan Pembayaran (SPP)
» Surat Pemyataan Tangggungiawah Bejanja (SPTH)
= Daflar Rincian Permintaan Pembayaran (DRP}

Irnspekrearal keeltomra SO peergsapuces prémbooray S




Barita Acara Pembayaran

Berfta Acara Pemenksaan Fsik dan Serah Tenma Pekerjaan

Sural Parintah Kena (SPK)

Faldur pajak

SSP PPN

SSP PPh

Surat Bukti Pelaporan Pengusaha Kena Pajak (NPWP)

Dokumen Lelang

Surat Penntah Pencairan Dana

Resume SPK afau Konfrak untuk pekerjsan yang menggunakan konirak
sedangkan pekenaan karena nidainya Odak memeriukan konlrak maka
Cukup dengan kuitansi saja

Irexprskrcrat karfiora SO pengapucn pemtanaran ¥



INSPEETORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

"~ Dibuat oleh | Direviu oleh Disetujui oleh
Kasubbag [ Sekretans [nspekiur
Keuangan

MIF NIP NIP
TAHUN 2014
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DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP
SURAT PERMINTAAN PEMBAY ARAN (SPP)
5 - dan SURAT PERINTAH MENMBAYAR (SPM)
avisi Tanggal Tanggal Berlaku
e Uraran Maten Rewvisi Ubulan |
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INSPEKTORAT PROVINS] KALIMAMTAN UTARA

1. Rmnburan MHoc | ey Sefor | Kede Pos TT202 Telep (05572004195 Fax
(53213026 & ool ] abwillond bomsssit et | cosin
TARULIHG SFT0R

EIT KERJA Inspektur Provinsi Kalimantan Uitara N
SUBBAGIAN Sekretaris /Sub Baglan Keuangan
|
Kode

Kegiatan : Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran ([SPP) dan
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

A, UMUM

Pembuatan SPFP dan Penerbitan SPM dilandasi oleh

1 Undang-undang Momar 17 Tahun 2003 tertang Keuangan Negara
(Lembaran MNegara Rl Moo 47, Tambahan Lembaran Negara
Mo. 4286).

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang Perbendaharaan
Megars (Lembaran Megara RI No. § tahun 2004 Tambahan Lembaran
Megara No. 4355);

3 Undang-undang Momor 15 Tahun 2004 fentang Pemerksaan
Pengelclaan dan Tanggung jawab Keuangan Megara (Lembaran
MNegara Rl Tahun 2004 Nomor 688, Tambshan Lembaran Negars RI
Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerntah Rl Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP);

5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pangadaan
Barang/lasa Pemarintah |

6. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

7 Peraluran Menterd Dalam Negen Nomor 59 Tentang Perubahan Atas

Souapeek i h!m-.\!ﬂ';ﬂmbmm' o Xk 3



8
10
11

12

L]

Peraturan Menter] Dalam Megen Momar 13 Temtang Pedoman
Fengeiolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menterl Dalam Negen MNomor 21 Tentang Perubahan
Kedua Alas Peraturan Menter Dalam Megerl Momor 13 Teniang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dasrah

Peraturan Daerah tentang APBD.
SK Gubarmur

Feroa Fokok = Pokok Anggaran

SK Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daarah

SK Inspektur tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

1. Pengpuna Anggaran

2 HKuasa Pengguna Anggaran
3 PPTK
4 PPK
5. Bendahara Pengeluaran

6. Pembaniu Bandahara Pengeluaran

C. PROSEDUR
C.1. PEMBUATAN SPP DAN SPM UPIGUITUPALS Gaji

| o Jangka waldtu
maksimal
No. | Prosadur penyelesaian
sejak saat berkas |
| - di terima
1 | Bendahara mambuatl SPF UPIGUIMTUPILS Gajl, dengan
dilangkapi dengan berkas pendukung, kemudan 1 han |
| diajukan kepada PP, |
2 PPE melakukan verifikas! dan jika sudah sesuai, maka 2 han
| diterbitian SPM UP/GUITUPILS Gajl. |
3 | PPK manyerabkan SPM UPIGUITUPAS Gajl dan 0.5 jam
berkas pandukung ke KPA untuk di tandatangani - |
Trespekioeat bulbiera SOF peebuosan SPF & SO0 4



4 | PPK menyerahkan SPM LIPIGUWTUPAS Gaji yang telan 0.5 jam
ditandatangani kepada BUD/Biro Keuangan.
5 Bandahara Pengeluaran mengambil SP2D dan |

mencairkan dalam rangka pengisian kas Bendahars | -
Pengeluarsn.

C.2. PEMBUATAN SPP DAN SPM GANTI UANG PERSEDIAAN

| Jangka waktu
maksimal
Mo, Prosedur panyelesaian
sajak saat berkas
) - di terima
'V | Berdasarkan catatan penggunaan uang persediaan “Mjam |
selelah mencapal batss minimal penggunaan uang
persadiaan (30% dar uang persedisan) Bendahara
Pengeluaran memberkan data-data huitansi  kepada
Pembuat SPP wuntuk dibustkan SPPrya  dilengkapi
dengan S5F jka ada pembelian barang yang dipotong
pajaknya
2 | Pambust SPP membust SPP Ganll Uang Persediaan, 1 han
dengan dilengkapi dengan berkas pendukung (SPTBR

dan Lembar Kedua SPP), kemudian disjukan kepada
| Pejabst Pembuat Komitmen .
3 Pejabal Pembuat komitmen meiakukan reviu dan jika 0.5 jam
sudah sesual, diserahkan kembali ke Pambual SPP
untuk digandakan sebanyak 5 rangkap.

4 Fembual 3PP kemuodian menggandakan sebanyak 5 1 lam
rangkap kemudian dimintakan tandan tangan Pejabat
Pembuat Komitmen. .
[ & | Pejabat Pembuat Komitmen melakukan cek ulang dan 0.5 jam

| menanda langani SPP serta berkas pendukungriya,
kemudian diserahkan kembali kepada Pembual SPP
6 | Pembust SPP mengarsipkan 1 set sebagal amsip SPP, 0,5 jam
dan 4 sel lainnya beserna kuitansi dan SSP di sarahkan |

| ke Pejabat Penanda Tangan SPM I

7 | Pejabat Penanda Tangan SPM, satelah menenima SPP 0.5 jam
meminta staf Penanda Tangan SPM unfuk melakukan
pengecekan terhadap perhitungan dan ketersedizan
| Pagu dan kebenaran buktifkuitansi.

| B Staf Penanda Tangan SPM melakukan pengecekan 4 jam
terhadap Kebsnaran buklitkuitansi, perhitugan dalam
lambar SPP dan beérkas pendukungnya (SPTER dan
Lembar kedua SPP), kelengkapan berkas SPFP yang
digjukan dan ketersediaan dana dalam Pagu DIPA
Kemudian  melakukan pencatatan pada  buku
penggunaan sang persediaan. Jika SPP yang diajukan
sudah sesus, kemudian dibuatkan SPM dan dimintakan
| tanda tangan kepada Pejabal Penanda Tangan SPM

dpvkionat kaliar SOP pesndueiun 53 4 S0 §



8. | Pejabatl Penanda Tangan SPM, melakukan pengecekan 0,5 jam
dan membubuhkan landa langan jika sudah sesus:,
kemudian disershkan kepada Stal Penanda Tangan
| SPM untuk dikiimkan ke BIRC KEUANGAM

10. | Staf Pananda Tangan SPM mengarsipkan 1 set sebagai 0,5 hari
arsip SPM dan menginmkan 3 set lainnya besera
berkas pendukung SPM ke BIRO KEUANGAN.

C.3. PEMBUATAN SPP DAN SPM GAJI, HONOR, LEMBUR, DAN UANG MAKAN

| Jangka waktu
maksimal

No. Prosadur penyelesaian

sajak saat

berkas di

S —— - e e S mm

1 | Setslah Daftar Gaji / Daftar Honor / Daftar Perhitungan 0.5 jam

Lembur / Daftar Perhitungan Liang Makan yang dibual

FDG selesai dan telah ditanda tangani oleh PDG,

Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat

Komitmen, PDG menyerahkan Daftar tersebul yang

disertal dengan SSP yang telah dibuat olah Bandahara

Pengeluaran kepada Pambuat SPP untuk dibuatkan

SPPnya. Unfuk Daftar Perhilungan Uang Lembur dan

Daftar Perhitlungan Uang Makan dilengkapi dengan

Surat Haterangan Tanggung Jawab Mullak (SKTM) dan

| Pejabat Pembuat Komitmen.

2 | Pembuat SPP membual SPP Gaji | Honor | Lembur / 1 han

Uang Makan, kemudian diajukan kepada Pejabat

Pembuat Komitmen.

3 Pajabal Pembual komitmen melakukan reviu dan jika 0.5 jam
sudah sesuai, diserahkan kembali kepada Pembuat SPP
untuk digandakan sebanyak 5 rangkap. | T
4 Pembuat SPP kemudian menggandakan aeban,rat 5 1 |am
rangkap kemudian dimintakan tanda tangan Pejabat
{ Pembuat Kemitmen
K- Pegjabal Pembual Komitman melakukan cek ulang dan 0.5 jam
menanda tangani SPP serta berkas pendukungnya,
| | kemudian diserahkan kemball kepada Pembuat SPP

6 |Pembust SPP margnrsapknn 1 sat a.ahagal arsip SPP, | 05 jam
dan 4 set lainnya beserta Daftar Gap / Daftar Honor /
Daftar Perhitungan Lembur /| Daftar Perhitungan Uang

Makan., SSP, SKTM dan S5SP di serahkan kepads

Irogperkivwresl keulicons 5600 prmbnces SO0 8 S




|| Pejabai Penanda Tangan SPM

pengecekan terhadap kebenaran perhitungan Daftar
Gaji f Daftar Honar / Daftar Perhitungan Lembur f Daftar
Pertitungan Uang Makan, kelengkapan SSP,
ketersadizan Pagu

dan

Pejabal Penanda Tangan SPM,_ setelah menenma SPP |

0.5 jam

8 |Stal Penanda Tangan SPM melakukan

terhadap kobenaran perhibungan dan tﬂmhmm
berkas pendukung SPP dan kefersedisan dana dalam
Fagu DIPA Kemudian melakukan pencalatan pada
buku Jika SPP yang diajukan =udah sesusi. kemudian
dibustkan SPM dan dimintakan landa tangan kepada
Pejabat Penanda Tangan SPM dibuat dalam 4 rangkap.

l meminta stat Penanda Tangan SPM untuk melakukan

4 jam

9 | Pejabat Penanda Tangan SPM, melakukan pangecekan
dan membubuhkan tanda tangan jika sudah sesual
kemudian diserahkan kepada Staf Penanda Tangan
| SPM untuk dikirimkan ke BIRO KEUANGAN.

Staf Penanda Tangan SPM mengarsipkan 1 set sebagai
arsip SPM dan mengirimkan 3 set lainnya beserta
berkas pendukung SPM ke BIRO KELIANGAN

0,5jam

05hai |

C.4. PEMBUATAN SPP DAN SPM LS PENGADAAN BARANGIJASA

| Jangka wakiu
maksimal
Prosedur penyelesalan
sejak saat
berkas di
terima
1 Berdazarkan SPK dan Berita Acara Serah Terma 1 hari
Barang, PPTK menyiapkan dokumen pendukung uniuk
pembuatan SPP LS Pengadasan Barang ( Jasa dan
| Fakiur Pajaknya
2 | Bendahara Pengeluaran membuat SPF LS Pengadaan 1 jam
Barang ! Jasa dan ditanda langanl oleh Bendahara
Pengeluaran beserta PPTK kemudian diserghkan ke
PPK untuk di verifikasi ! =
3 PPE melakukan venfikasl dan jika sudah sesual, untuk 1 han
dibuatkan SPM untuk digandakan sebanyak 3 rangkap
4 PFK menyerahkan SPM LS Pengadsan Barang / Jasa 0,5 jam
kepads KPA uniuk di tandatangani.
K PPK menyerahkan SPM LS Pengadaan Barang / Jasa 0.5 jam
yang lelah ditandatangan| kepada BUD/Biro Keuangan
6 | Staf Keusngan mengambil dokumen SP2D di BUDY Biro 0.5 Jam

Keuangan

Trugpedtirnd Lolion SO0 pemdunton 300 £ S0 9




C.5. PEMBUATAN SPP DAN SPM LS PERJALANAN DINAS

No. Prosedur

Jangka wakiu |
maksimal
penyelesaian
sejak saat
berkas di
tarima

(1 Bendahara Pengeluaran memberikan dala kuitansi biaya |
gnr]ala:m dinas kepada Pembuat SPP untuk dibuatkan
PPrya

1 jam

2 Pembual SPP membual SPP LS Pegalanan Dinas,

kemudian diajukan kepada Pejabal Pembual Komitmen

Kelengkapan berkas SPP LS perjalanan dinas = Daftar

| Mominalil Perjalanan Dinas, SPTER dan Lembar kedua
| SPP

1 hari

3 | Pejabat Pembust komitmen melakukan reviu dan jika
sudah sesuai, diserahkan kemball kepada Pembuat SPP
untuk digandakan sebanyak 5 rangkap.

0.5 jam

4 | Pembual SPP kemudian menggandakan sebanyak 5
rangkap kemudian dimintakan {anda langan Peabat
F'emhual Komitmen.

1 jam

[ menands langani SPP serta berkas pendukungnya,
kemudian diserahkan kembali kepada Pembuat SPP

0.5 jam

& | Pembust SPP mengarsipkan 1 set sebagai arsip S5PF,
darn 4 sei lannya diserahkan kepada Pejabal Penanda
Tangan SPM.

0,5 jam |

7 | Pejabat Penanda Tangan SPM, selelah menerma SPP |
meminta stal Penanda Tangan SPM unfuk melakukan
pengecekan  Iethadap  kebenaran  perhitungan,
| kalengkapan SSP, dan ketersadiaan Pagu

0.5 jam

|8 | Staf Penanda Tangan SPM melakukan pengecakan
terhadap kebenaran perhitungan dan kelengkapan
berkas pendukung SPP dan ketersediaan dana dalam
Pagu DIPA. Kemudian melakukan pencatatan pada
buku Jika SPP yang diajukan sudah sesual kemudian
dibuatkan SPM dan dimintakan tanda tamgan kepada
Pejabat Penanda Tangan SPM dibuat dalam 4 rangkap.

4 jam

a9 Pejabal Penanda Tangan SPM, melakukan pengecekan
dan membubuhkan tanda langan jika sudah sesusi
kemudian dissrahkan kepada Staf Penanda Tangan
SPM untuk dikinmkan ke BIRO KEUANGAN.

10. | Staf Pananda Tangan SPM mengarsipkan 1 sal sebagal |
arsip SPM dan mengirimkan 3 sel lainnya beserta
berkas pandukung SFM ke BIRO KELIANGAN.

0,5 jam

0.5 han '
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D. FORMULIR/IDOKUMEN YANG DIGUNAKAN

b
3

e

i

Sural Penyediaan Dana (SPD)

Sural Permintaan Pembayaran (SPP)

Suratl Pertanggungjawaban (SPJ)

Fangesahan SP.J

Dokumen Kelengkapan SPP / SPM LS Pengadaan Barang / Jasa
Suwral Perintah Membeayar (SPM)

Sursl Penintah Pencairan Dana (SP2D)

Irupehiewud koo 300 pemtagaion 3PP 4 5P




INSPFEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

S

Dibuat oleh Direviu oleh Disetujul oleh
Kasubbag Sekratans Inspektur
Keuangan

TAHUN 2n4

Diketahui oleh
Pengelola SOP
Kepala Biro
Kepegawalan
dan Organisasi

Trtpredicoant Realicarna SO0 previangramgpervssber soggreenn |




DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP
Revisi

PERTANGUNGIAWABAN ANGGARAN

~ Tanggal Tanggal
| ke- Liraian Maten Rewisi {fkian Beriaky

frgpobiorar kol SOP pertomgumgaesbon anppaen 3



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMAMTAN UTARA

M Hasabidun Mo || Tageng Sedorc, Kode Pos 77212 Tebep (055213004194 Faa
(TS5 23250 26 e zumal fiwelkn Rarai@gmml com
VAN NIMCE BTLOR

BAGIAN'SUBBAGIAN  Bagian Tata Usaha/Subbagian Keuangan

Kode :
Kegiatan : Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran

A, UMUM

1

Kepala Satuan Hera selaku Pengguna Anggaran berdasarkan DFA yang
telan disahkan oleh Gubemur menyelenggarakan kegialan-kegatan sesum
rencana kera dan anggaran yang ditetapkan dalam DPA Untuk itu Kepala
Satuan Kena selaku Pengguna Anggaran wajib  membual laporan
pertanggungiawaban penggunaan dana anggaran yang dikcasaidikelola

Dasar yang mengstur pengajuan dan pembayaran tagihan atas beban DPA
yaitu
a Keputusan Gubemur Kafimantan Utars Mo i tantang
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanasn Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
. Bentuk-bentuk peranggungiawaban atas penggunaan dan pelaksanaan

anggaran dwupudkan dalam bentuk dan mekanisme sebaga benkut -
a Penerbitan Sural Perintah Membayar (SPM-GU)

b Penerbilan Sorsl Panntah Membayar (SPM-GLU Nihil)

¢ Penerbitan Sural Parintah Membayar (SPM-LS)

d Penyusunan Laporan Realisasl Anggaran Belanja

& Laporan Kinerjs Saluan Kerja

nspekitoel kaltara S periaruampaesbon aegegares ]




B. PEJABAT/IPEGAWAI YANG TERKAIT DENGAN PERTANGGUNG

JAWABAN ANGGARAN
Para pejabat yang terkail dengan pertanggungiawaban anggaran adalah
sabagai benkut -

1. Sekretaris

2. Kepala Sub Bagian Keuangan

3 Kepals Sub Bagian Umiim

4. Petugas pengug tagihan

5. Pelugas administrasi keuangan

6 Pstugas pengolah data

7. Bendahara Pengeluaran

C. PROSEDUR

i | Jangka waktu
maksimal
No Prosedur nanyl T a:'zm
berkas
drtenma

! |Sebagai realisasl atas penggunaan anggaran, Petugas
pengolah data Keuangan melakukan penginputan Surat
Permintaan Pembayaran dengan menggunakan aplikasi
SPM dengan out-pul 1jam
+ Surat Panntah Membayar (SPM-GU)

= Sural Perintah Membayar (SPM-GLU Nihil)
= Sural Perintah Membayar (SPM-LS}

Z | Petugas pengelola data Keusngan menginput SP2D
yang teish diterbitkan BIRO KEUANGAN kedalam | .o
program aplikasi SPM untuk memutakhirkan adanya e
| SPM yang sudah terbit SF20-nya

3 |Petugas pengeiols data keuangan melakukan

| pengiriman datalload kepada Kasubbag Keuangan = TR
4 | Subbag Keuangan menenma data dar uniuk belanja 20 menit
| modal dari Kasubag Umum/PETK
5 | Petugas pengelola data keuangan melakukan posting
pada program aplikasi SAKPA atas data base realisasi 1 jam

anggaran belanja dan realisasi belanja modal

6 |Sub Bagian Keuangan melakukan rekonsiliasi data
dengan BIRO KEUANGAN atas realisasi anggaran 5 jam
belanja pada bulan yang bersangkutan

7 | Sub Bagian Keuangan melakuksn adopsi data realisasi
anggaran belanja

30 menil

Trwpedtowaad huflre SO0 pertavrimiiomsban cdmiaearom 4




Petugas pengelola data keuangan mencetak Laporan
Realisasi Anggaran Belanja dan Laporan Kinerja Satuan
Kerja dengan menggunakan program  aplikasi
Monitonng Realisasi DPA untuk disampaikan kepada
Kepala Sub Bagian Keuangan sebanyak 3 rangkap

1 jam

Kasubbag Keuangan mereviu dan membubufikan paraf |

Laporan Resfisasi Anggaran Belanja dan Laporan
Kinena Satuan Kena untuk disampaikan kepada
Sekretaria

10

Sekrelans merevic dan  menandatangani  Laporan
Realisasi Anggaran Belanja dan Laporan Kinera Satuan

11

Karja

Kasubbag Keuangan menyampaikan laporan tersabut
dan Sural Pengantar kepada Inspekiur  untuk
mendapatkan persetujuan

12

Subbag Keuangan mengnm Laporan  Realisasl

Anggaran Belanja dan Laporan Kinega Satuan Kena
kepada Biro Keuangan

. FORMULIR'DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Formulir-formulic yang digunakan dalam pengajuan dan pembayaran tagihan

adalah sebagal benkut -

= Sural Perintah Membayar (SPM)

* Swurat Panntah Pencairan Dana (SP20)
Berita Acara Rekonsiliasi dengan BIRD KEUANGAN
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